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 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di Kementerian Perdagangan 
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional selama 40 (empat 
puluh) hari kerja. Selama melaksanakan PKL, Praktikan ditempatkan pada Sub 
Bagian Akuntansi dan BMN. Dalam melakukan PKL, Praktikan melakukan 
beberapa aktivitas terkhusus dalam membantu karyawan  petugas akuntansi, yaitu 
melakukan rekonsiliasi data keuangan pada sistem aplikasi E-Rekon dan LK, 
membuat dan mencetak memo jurnal penyesuaian pada sistem aplikasi berbasis 
akrual (SAIBA), melakukan penyusunan laporan keuangan triwulan III Direktorat 
Jenderal Perudingan Perdagangan Internasional serta melakukan pemeriksaan 
atas laporan keuangan Free Trade Agreement (FTA) Center Bandung, Makassar 
dan Jakarta. Dalam melakukan tugas, Praktikan menerapkan ilmu pengetahuan 
yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan mengenai akuntansi pemerintahan 




























Segala puji syukur Praktikan panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa 
yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan 
Internasional yang merupakan salah satu persyaratan kelulusan dalam 
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan Praktikan 
selama menjalankan program PKL selama 40 (empat puluh) hari di Bagian 
Akuntansi dan BMN Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan 
Internasional. Laporan ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan 
dari berbagai pihak, untuk itu Praktikan ucapkan terima kasih kepada: 
 
1. Kedua Orang Tua serta adik yang telah mendukung praktikan dalam 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
 
2. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
 
3. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE,M.Si, AK, CA., selaku Ketua 










4. Indah Muliasari, SE.Akt, M.Ak., selaku dosen pembimbing PKL yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan saya 
sehingga laporan PKL ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. 
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah 
memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis duduk di bangku 
perkuliahan. 
 
6. Bapak Moga Simatupang selaku Sekretaris Jenderal Ditjen PPI 
Kementerian Perdagangan. 
 
7. Bapak Wika Septian Prasetyo selaku pembimbing Praktikan selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Ditjen PPI. 
 
8. Seluruh Karyawan Bagian Akuntansi dan BMN di Ditjen PPI. Praktikan 
menyadari bahwa laporan PKL ini masih terdapat banyak 
 
kekurangan. Oleh karena itu, praktikan berharap agar pembaca dapat 
memberikan kritik dan saran yang mendorong praktikan agar dapat 
memperbaiki jika terdapat kesalahan atau kekurangan pada laporan PKL. 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi praktikan dan pembacanya. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia menjadi sorotan dunia 
karena berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonominya disaat 
banyak negara-negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung 
defisit. Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global 
akibat pandemi COVID-19, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Agus 
Suparmanto mengungkapkan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 
sebesar USD 13,5 miliar. Pencapaian ini lebih baik dari tahun 2019 dimana 
sempat terjadi defisit. 
 
Permasalahan terkait ekonomi khususnya perdagangan, menjadi suatu topik 
yang penting untuk disoroti oleh Pemerintah, dimana tahun ini terdapat banyak 
negara yang menutup sektor impor dalam negeri mereka untuk mengurangi 
penyebaran virus COVID-19 yang akhir-akhir ini sedang mewabah di berbagai 
lokasi di dunia. Indonesia dalam hal ini pun terkena dampaknya, pada awal 
bulan Februari hingga Juni 2020, Pemerintah sempat melakukan pembatasan 
impor hewan hidup dari negara China dan beberapa negara lainnya, dengan 
tetap menjamin kebutuhan pokok masyarakat akan tetap tersedia, namun, 










Pada saat ini kerja sama perdagangan bagi sektor kesehatan pun juga 
tengah menjadi sorotan publik, dimana Pemerintah mengadakan impor secara 
signifikan dalam hal pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) serta masker 
guna melindungi para tenaga medis yang bekerja di garda terdepan melawan 
pandemi COVID-19. Sejalan dengan situasi tersebut, Pemerintah melalui 
Kementerian Perdagangan terus berupaya melakukan berbagai langkah 
strategis untuk menjaga stabilitas harga dan stok barang kebutuhan pokok. 
Relokasi anggaran pun juga difokuskan guna membantu masyarakat menengah 
ke bawah yang mata pencariannya terdampak pandemi COVID-19. Di tengah 
kondisi tersebut, dapat kita lihat bahwa Pemerintah Indonesia tetap 
mengapresiasi para pemangku kepentingan dan pelaku usaha Indonesia yang 
terus berupaya mempertahankan usahanya yang pada akhirnya akan membantu 
menjaga stabilitas perekonomian negara. 
Perguruan tinggi sebagai salah satu instansi yang akan menghasilkan 
generasi-generasi penerus bangsa juga diharapkan dapat mendukung 
mahasiswa dalam memperoleh sudut pandang yang benar untuk membantu 
menyelesaikan berbagai permasalahan khususnya di bidang akuntansi dan 
perekonomian negara. Hal ini dapat diterapkan sedari dini salah satu nya 
melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan atau yang biasa disingkat PKL. 
Melalui PKL, mahasiswa dituntut untuk dapat belajar sekaligus bekerja dalam 
ranah yang lebih profesional untuk menerapkan ilmu yang sudah di dapat pada 









Alasan Praktikan melaksanakan PKL pada Direktorat Jenderal Perundingan 
Perdagangan Internasional adalah bahwa Praktikan ingin mempelajari 
mengenai penerapan ilmu akuntansi pada instansi pemerintah khususnya Ditjen 
PPI, selain dari itu, Praktikan juga ingin mengetahui bagaimana mekanisme 
perdagangan internasional yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara 
sekitar. Melalui kegiatan PKL yang dilakukan oleh Praktikan, Praktikan dapat 
lebih mendalami mengenai penerapan bidang studi akuntansi pemerintah 
beserta pemeriksaan akuntansi pada lingkungan kerja. Akhirnya, harapan 
terkait pelaksanaan PKL ini ialah mahasiswa diharapkan mampu menjadi 
pribadi yang berdaya saing, berkomitmen dan profesional dalam dunia 
pekerjaan pada sebuah instansi. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
 
Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh praktikan memiliki maksud 
 
dan tujuan tertentu, antara lain : 
 
1. Maksud PKL 
 
Maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dalam memenuhi 
mata kuliah, sebagai berikut : 
a. Sebagai salah satu pemenuhan persyaratan perkuliahan dalam mata 
kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berbobot 2 SKS dalam 
standar kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 









c. Melakukan pekerjaan dan pembelajaran sesuai dengan latar belakang 
pendidikan praktikan; 
d. Mempelajari bidang dan siklus akuntansi pada Kementerian 
Perdagangan. 
2. Tujuan PKL 
 
Tujuan adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu sebagai berikut: 
a. Memahami proses rekonsiliasi dan mampu melakukan rekonsiliasi 
DIPA anggaran dengan KPPN; 
 
b. Memahami pembuatan memo jurnal penyesuaian dan mampu membuat 
memo jurnal penyesuaian 
 
c. Memahami jenis laporan keuangan instansi pemerintah dan mampu 
melakukan penyusunan laporan keuangan pada instansi pemerintah. 
d. Memahami mekanisme perdagangan internasional serta kegiatan-
kegiatan perundingan perdagangan internasional; 
e. Mampu memeriksa laporan keuangan FTA Center wilayah Jakarta, 
Bandung dan Makassar. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
Berikut ini merupakan kegunaan yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak 
 
yang terkait pelaksanaan PKL: 
 
1. Bagi Praktikan 
 







b. Meningkatkan kemampuan bekerja secara profesional serta 
kemampuan sosialisasi di lingkungan kerja 
c. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di lapangan kerja 
mengenai dunia kerja khususnya dunia akuntansi; 
d. Melatih praktikan untuk lebih memahami kondisi lingkup perkerjaan 
pada bagian akuntansi. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Unversitas Negeri Jakarta 
 
a. Sebagai Sarana untuk menjalin kerja sama yang baik antara lembaga 
pendidikan dan instansi pemerintah dalam mendukung peningkatan 
pemahaman mengenai bidang studi akuntansi dalam dunia kerja; 
 
b. Mempersiapkan mahasiswa terkhusus Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta untuk menghadapi dunia kerja. 
3. Bagi Instansi yang Bersangkutan 
 
a. Merupakan sarana untuk membuka hubungan baik antara instansi 
pemerintah dan lembaga pendidikan. 
 
b. Sebagai sarana untuk saling bertukar informasi dan ilmu pengetahuan 
mengenai keadaan instansi terkait saat ini dengan keadaan terkini dari 
lembaga pendidikan. 
 
D. Tempat PKL 
 
Praktikan menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Jenderal 




Selama melakukan PKL Praktikan ditempatkan di Sub Bagian Akuntansi 
dan BMN. Ada beberapa faktor yang mendorong penulis untuk memilih 
instansi tersebut menjadi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) diantaranya : 
a. Faktor pertama adalah praktikan ingin mempelajari dan mengetahui 
bagaimana sistem akuntansi, khususnya pembuatan laporan keuangan 
pada instansi pemerintah, khususnya pada Ditjen PPI. 
b. Faktor kedua adalah Praktikan ingin mengetahui penerapan ilmu 
akuntansi yang ada pada Ditjen PPI, Kemendag. 
Berikut ini adalah data mengenai instansi tempat praktikan melaksanakan 
kegiatan praktik kerja lapangan : 
 
Nama Instansi : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan 
Internasional, Kementerian Perdagangan RI. 
Alamat       :   Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Gambir, Jakarta Pusat, 10110 
 
Telepon      :    (+6221) 3858171 
 
Website      :   www.kemendag.go.id 
 
Email      :   contact.us@kemendag.go.id 
 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
 
Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan pada 
 
tanggal 12 Oktober sampai dengan 11 Desember 2020 yang bertempat di 






Perdagangan. Berikut ini merupakan tahapan yang praktikan persiapkan dalam 
pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
 
1. Tahap Persiapan 
 
Dalam tahap persiapan ini, pada waktu libur semester 6, penulis 
mencari-cari dan mengajukan surat lamaran kepada beberapa instansi yang  
sesuai dengan bidang studi penulis yaitu bidang Akuntansi. Terdapat 
banyak perusahaan dan instansi pemerintah yang telah penulis hubungi agar 
dapat melaksanakan PKL pada beberapa tempat tersebut. Proses pencarian 
tempat PKL yang praktikan alami tidaklah mudah, dimana saat itu, 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Peraturan Sosial Secara 
Besar-Besaran (PSBB) akibat terus meningkatnya pasien positif pandemi  
 virus COVID-19 di Jakarta, hal ini berdampak kepada banyaknya 
perusahan dan instansi yang telah menerapkan Work From Home (WFH) 
atau bekerja dari rumah, sehingga tidak sedikit perusahaan dan instansi yang 
tidak menerima mahasiswa PKL dan magang. 
 Melalui setiap surat elektronik serta bantuan teman dan keluarga, 
pada akhirnya penulis mendapatkan informasi bahwa Direktorat Jenderal 
Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan tetap 
menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan kegiatan PKL, berdasarkan 
informasi tersebut penulis segera menghubungi bagian Administrasi dan 
Umum Ditjen PPI melalui pesan whatsapp yang penulis dapatkan 
kontaknya. Ketika mendapatkan konfirmasi positif bahwa Ditjen PPI  
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menerima mahasiswa PKL, penulis mengajukan pembuatan surat PKL 
kepada Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat 
(BAKH) UNJ. Pembuatan surat ini menghabiskan waktu 2-3 hari kerja. 
Sesuai dengan arahan dan permintaan dokumen administrasi dari bagian 
Administrasi dan Umum Ditjen PPI yaitu untuk mengirimkan surat PKL 
dan CV (Curriculum Vitae) melalui pesan whatsapp, maka setelah 
menunggu sekitar 3 hari, penulis mendapatkan pesan balasan untuk segera 
melaksanakan PKL pada sub bagian Akuntansi dan BMN Ditjen PPI dengan 
ketentuan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan selama pandemi, 
protokol tersebut diantaranya mengikuti rapid test, selalu menggunakan 
masker dan tetap menjaga jarak. Surat permohonan PKL dapat dilihat pada 
(Lampiran 1). 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di Ditjen PPI Kementerian Perdagangan 
mulai tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 10 Desember 2020. Dalam 
melaksanakan PKL, jam dan hari kerja yang berlaku pada sub bagian Akuntansi 
dan BMN Ditjen PPI yaitu hari Senin – Jumat sejak pukul 09.00 WIB sampai 
dengan pukul 17.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB hingga pukul 
13.00 WIB. 
3. Tahap Pelaporan 
 
Setelah melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mempunyai tanggung 
jawab untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Praktik Kerja 




kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan. Laporan PKL 
ini menjadi bukti bahwa praktikan telah melaksanakan PKL. Penyusunan 
laporan ini mengacu pada Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) FE 
















A. Sejarah Perusahaan 
 
1. Sejarah Umum 
 
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia merupakan instansi 
pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik 
Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, pada awalnya Kementerian 
Perdagangan dan Kementerian Perindustrian adalah dua sektor kementerian 
yang sejak awalnya tergabung pada masa sistem presidensial terbentuk 
yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada masa kabinet Wilopo, sejak 3 
April 1952, sektor industri dan perdagangan menjadi tanggung jawab 
Kementerian Perekonomian yang dipimpin oleh Mr. Soemanang. 
Kemudian Mr. Soemanang digantikan oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo 
sampai tanggal 12 Agustus 1955. Ketika terbentuknya Kabinet Karya yang 
dipimpin oleh Ir. Djoeanda, sekotr industri dan perdagangan dipisahkan 
pada Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Prof. Soemardjo, 
sebagai Menteri Perdagangan dijabat oleh Drs. Rachmat Muljomiseno. 
Pada tahun 1962 hingga 1996, seiring dengan kehadiran Departemen 
Perdagangan Republik Indonesia, pada periode ini institusi yang menangani 
hubungan kerja sama internasional adalah Direktorat Hubungan 
Perdagangan Luar Negeri yang merupakan salah satu Direktorat dalam 







Pada tahun 1996 hingga 1997 sebagai konsekuensi penggabungan 
Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan menjadi 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan menurut Keppres nomor 
388/M tahun 1995, maka melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan nomor 92/MPP/Kep/4/1996, Direktorat Hubungan 
Perdagangan Luar Negeri dipecah menjadi dua direktorat yaitu, Direktorat 
Hubungan Perdagangan Bilateral dan Direktorat Hubungan Perdagangan 
Multilateral dan Regional hal ini adalah konsekuensi dari perkembangan di 
era globalisasi di mana Indonesia harus ikut dalam berbagai perundingan di 
kancah internasional baik di forum regional dan multilateral 
Pada masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang 
Yudhoyono (2004-2005), kebijakan pemerintah dalam kabinet Indonesia 
Bersatu telah adalah dengan memisahkan kembali Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan menjadi Departemen Perindustrian dan 
Departemen Perdagangan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden 
nomor 178/M tahun 2004 yang selanjutnya keberadaan Direktorat Jenderal 
Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional saat ini di bawah 
Departemen Perdagangan. 
Pada tahun 2005 hingga 2015 melalui Peraturan Presiden nomor 10 
tahun 2005 terjadi pergantian nama Direktorat Jenderal Kerjasama Industri 
dan Perdagangan Internasional menjadi Direktorat Jenderal Kerja Sama 
Perdagangan Internasional (DITJEN KPI). Kemudian pada tahun 2016 
hingga saat ini, melalui Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2015 tentang 




Internasional mengalami pergantian nama menjadi Direktorat Jenderal 
Perundingan Perdagangan Internasional (DITJEN PPI). 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘dagang’ memiliki arti 
pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk 
memperoleh keuntungan. Perdagangan sendiri memiliki makna transaksi 
jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Perdagangan 
juga merupakan kegiatan spesifik, karena di dalamnya melibatkan 
rangkaian kegiatan produksi dan distribusi barang (Heilbroner, 1968). 
Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan 
oleh satu negara dengan negara yang lain yang disebut juga sebagai 
perdagangan bilateral, kegiatan perdagangan internasional juga dapat 
dilakukan oleh beberapa negara yang terletak dalam satu kawasan yang 
dsebut perdagangan regional, serta perdagangan antar negara yang tidak 
dibatasi oleh suatu kawasan yang juga disebut sebagai perdagangan 
multilateral. Bagi beberapa negara, perdagangan internasional menjadi 
salah satu faktor yang dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto yang 
menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur perekonomian suatu 
negara. 
Negara Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis untuk 
melakukan kegiatan dagang antar negara-negara lainnya. Terletak antara 
benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, Indonesia pun 
dengan mudah dilalui oleh orang-orang asing yang ingin mencari 





Pada zaman dahulu, Indonesia menjadi daerah yang dilewati oleh 
jalur sutra yang merupakan jalur perdagangan internasional kuno dari 
peradaban China yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Jalur 
tersebut yang melalui laut China dan Indonesia adalah Selat Malaka dan 
menuju ke India, lalu mengarah langsung ke Teluk Persia melalui Suriah ke 
Laut Tengah. Sejak tahun 1519 banyak negara-negara Eropa yang 
menjelajahi wilayah-wilayah di Indonesia, hingga tahun 1598 ekspedisi 
pertama bangsa Belanda datang ke Hindia Timur (Sekarang Indonesia) 
adalah untuk mencari dan membawa pulang rempah-rempah tersebut. Pada 
masa itu, rempah-rempah menjadi produk penting terutama di bagian Eropa 
yang dapat digunakan untuk bahan masakan dan menghangatkan tubuh di 
musim dingin. 
Perdagangan di Indonesia terus berkembang hingga saat ini, 
sekarang, karena setiap negara telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, 
sehingga tidak ada lagi penjajahan-penjajahan tertentu yang dilakukan 
untuk mendapatkan sesuatu termasuk barang dagang. Pemerintah Indonesia 
saat ini terus memperbaiki regulasi yang ada mengenai perdagangan baik 
dalam dan luar neger serta menjalin erat kerja sama perdagangan dengan 
negara-negara lain baik regional maupun multilateral. Pada tingkat regional, 
Indonesia termasuk dalam keanggotaan Association of South East Asian 
Nation (ASEAN) sejak 8 Agustus 1967, pada tingkat multilateral, Indonesia 




2. Visi dan Misi Perusahaan 
 
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dalam 
menjalankan kegiatan umum Kementerian Perdagangan memiliki Visi dan 








1. Menjalankan komitmen terhadap hasil-hasil Perundingan Perdagangan 
Internasional; 
 
2. Memberikan Manfaat Sebesar-besarnya dari Perundingan Perdagangan 
Internasional; 
 
3. Menjaga kedaulatan dan Kepentinfan Nasional Indonesia di dalam 
Proses Perundingan Perdagangan Internasional. 
3.    Logo Perusahaan 
 
Bertepatan dengan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2012, 
Menteri Perdagangan pada saat itu adalah Gita Wirjawan menetapkan logo 
baru Kementerian Perdagangan. Desain logo baru ini diciptakan untuk 
memberikan gambaran mengenai kinerja Kementerian dengan arah yang 










Gambar II.1 Logo Kementerian Pedagangan 
 
Sumber : www.kemendag.go.id 
 
4.  Budaya Perusahaan 
Terdapat beberapa budaya dan nilai sosial yang dianut dan dijunjung 
tinggi oleh instansi Kementerian Perdagangan diantaranya; 
a. Anti Korupsi 
Budaya anti korupsi yang dianut sejalan dengan UU No. 20 Tahun 
2001 mengenai tindak pidana korupsi. Budaya ini harus dijunjung 
tinggi oleh para pejabat baik eselon I hingga para pegawai 
Kementerian Perdagangan. 
b. Tepat Waktu 
Budaya ini mendorong seluruh pegawai Kementerian Perdagangan 
untuk terbiasa datang tepat waktu di tempat kerja, dan memberi 







Budaya kerapihan yang diterapkan di lingkungan Kementerian 
Perdagangan dapat terlihat melalui pemakaian seragam di hari-hari 
tertentu. Berikut jadwal pemakaian seragam: 
Senin :  Seragam Putih 
Selasa : Batik 
Rabu  :  Kemeja Putih 
Kamis : Kemeja Bebas dan Sopan 
Jumat  : Batik 
B. Struktur Organisasi 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal 
Perundingan Perdagangan Internasional dipimpin oleh seorang Direktur 
Jenderal, terkait penyelenggaraan administrasi kepada seluruh unit 
organisasi, seorang Direktur Jenderal dibantu oleh Sekretaris Jenderal yang 
membawahi beberapa Direktorat diantaranya Direktorat Perundingan 
Multilateral, Direktorat Perundingan ASEAN, Direktorat Perundingan 
APEC dan Organisasi Internasional, Direktorat Perundingan Bilateral dan 
Direktorat Perundinfan Perdagangan Jasa. Ditjen PPI memiliki struktur 
organisasi. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Ditjen PPI, 























Gambar II.2 Struktur Bagian Akuntansi dan Keuangan 
    Sumber : Data Diolah oleh Praktikan 
Berdasarkan gambar II.2, di atas berikut ini Praktikan akan memberikan 
penjelasan singkat mengenai tugas umum dari masing-masing unti yang ada 
pada struktur organisasi bagian akuntansi pada Ditjen PPI: 
1.  Direktur Jenderal, tugas Dirjen PPI meliputi: 
a. Merumuskan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan 
perdagangan barang, jasa dan investasi perdagangan di forum 
regional, multilateral dan organisasi internasional lainnya. 
b. Melaksanakan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan 
perdagangan barang dan jasa. 
Kepala Sub Bagian 
Akuntansi dan BMN 
Petugas Akuntansi Karyawan bagian BMN 
Bendahara Pengeluaran 
Ditjen PPI 
Kepala Bagian Umum 
Sekretaris Jenderal PPI 
Direktur Jenderal PPI 
 
17 
c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan 
perundingan perdagangan barang dan jasa 
2. Sekretaris Jenderal, secara umum seorang Sekjen memiliki fungsi: 
a. Melakukan koordinasi dan menyusun rencana, program dan 
anggaran kegiatan Kementerian Perdagangan 
b. Membina dan memberikan dukungan administrasi meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan dokumentasi lainnya 
c. Melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta advokasi hukum 
3. Kepala Bagian Umum, secara umum kepala bagian umum memiliki 
tugas dan fungsi: 
a. Melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan. Pengelolaan dan 
penataan aset 
b. Melaksanakan urusan persuratan dan arsip Ditjen PPI 
c. Melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas 
Kementerian 
4. Bendahara Pengeluaran, tugas bendahara pengeluaran meliputi: 
a. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan 
uang/surat berharga dalam pengelolaannya, 
b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat 





c. Menolak perintah pembayaran apanila tidak memenuhi persyaraktan 
untuk dibayarkan, 
d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari 
pembayaran yang dilakukannya. 
e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke 
kas negara 
f. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP) 
g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala 
KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). 
5.  Kepala sub bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara (BMN) memiliki 
tugas dalam penyusunan, pelaksanaan pembinaan administrasi dan 
penglolaan keuangan serta Barang Milik  Negara. Selain itu, bertanggung 
jawab dalam pelaksanaan dan koordinasi akuntansi, verifikasi serta 
evaluasi pelaporan keuangan. 
6.   Petugas Akuntansi, secara umum fungsi dan tanggung jawab dari pada 
petugas akuntansi pada Ditjen PPI ialah melakukan perekaman data 
transaksi keuangan, mencatat dan membuat jurnal umum, melakukan 
rekonsiliasi dengan KPPN dan rekonsiliasi tingkat kementerian. Petugas 
akuntansi dalam kegiatannya mengoperasikan sistem aplikasi SAIBA, 
sehingga dapat disebut juga sebagai operator SAIBA. 
7.  Karyawan bidang Barang Milik Negara (BMN) ialah karyawan yang 
membantu kepala sub bagian akuntansi dan BMN dalam urusan 
perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian,  
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 inventarisasi dan penghapusan barang milik negara yang terdapat pada 
Ditjen PPI. Tugas umum dari karyawan BMN ialah melakukan 
inventarisasi rutin BMN. 
C.  Kegiatan Umum Perusahaan 
1.  Kegiatan Umum 
 Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perundingan 
Perdagangan Internasional tahun 2019, dijelaskan bahwa melalui Peraturan 
Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan yang 
kemudian  dirinci dalam Peraturan Menteri Perdagangan 08/M-
DAG/PER/2/2016, bahwa Ditjen PPI memiliki tugas untuk 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, dengan 
fungsi sebagai berikut: 
1. Perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan 
perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan 
barang dan jasa, kerjasama ekonomi dan teknik perdagangan, 
fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional dan multilateral 
serta organisasi internasional lainnya; 
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan 
perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang 
dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi 
perdagangan di forum bilateral, regional dan multilateral serta 
organisasi internasional lainya; 
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3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan 
perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi 
perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik 
perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional dan 
multilateral serta organisasi internasional lainya; 
4.   Pelaksanaan administrasi Ditjen PPI; dan 
5.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Ditjen PPI 
dibantu oleh beberapa Direktorat Jenderal diantaranya, Ditjen Perdagangan 
Dalam Negeri, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Ditjen 
Perdagangan Luar Negeri, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional. Berikut 
adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PPI; 
2. Kegiatan Peningkatan Akses Pasar Internasional melalui Jalur 
Perundingan 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan bagi pasar 
barang dan jasa Indonesia untuk dapat lebih mudah mendapatkan akses 
pasar internasional, menurunkan hambatan tarif maupun non-tarif, serta 
perundingan sebagai upaya ofensif terhadap aturan-aturan perdagangan 
negara mitra yang tidak adil dan diskriminatif. Kegiatan perundingan dalam 
rangka peningkatan akses pasar ini dilakukan dengan negara mitra utama 
dan juga mitra potensial. 
Perundingan Perdagangan dilakukan dengan bentuk perjanjian 
perdagangan, perjanjian tersebut dibedakan melalui luas cakupannya  
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seperti, Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement 
(FTA), maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement 
(CEPA) 
a.  Free Trade Agreement (FTA)  / Perjanjian Perdagangan Bebas 
Perjanjian Perdagangan Bebas merupakan sebuah perjanjian antara 
dua negara atau lebih untuk memberntuk wilayah perdagangan bebas 
dimana perdagangan barang dan jasa kedua belah pihak dapat 
melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan 
hambatan tarif maupun hambatan non tarif. FTA dibentuk agar 
memberikan manfaat kepada anggotanya, antara lain manfaat Trade 
Creation dan Trade Diversion. Trade Creation adalah terciptanya 
transaksi dagang antar anggota FTA yang sebelumnya tidak pernah 
terjadi, hal ini dikarenakan adanya insentif-insentif karena 
terbentuknya FTA. Trade Diversion adalah adanya insentif penurunan 
tarif sehingga dapat mengurangi biaya ekspor dan impor barang. 
b. Preferential Trade Agreement (PTA) / Area Perdagangan Preferensial 
Area Perdagangan Preferensial adalah blok perdagangan yang 
memberikan akses preferensial ke produk tertentu dari negara peserta 
dengan cara menurunkan beberapa pos tarif produk demi kepentingan 
negara peserta. 
d. Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) / 




CEPA merupakan bentuk perjanjian kerja sama yang paling 
kompleks diantara perjanjian-perjanjian perdagangan lainnya, dimana 
selain memuat kesepakatan perdagangan, CEPA juga memuat 
kesepakatan lainnya seperti kerja sama ekonomi, investasi, 
intellectual property rights, dan sebagainya. Perjanjian perdagangan 
ini akan disepakati dan di telaah lebih lanjut untuk memberikan 
manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. 
3.  Memperlancar Arus Perdagangan Internasional 
Keanggotaan dan kemitraan Indonesia dalam area regional, bilateral, 
multilateral maupun internasional membuat Indonesia juga turut 
dalam memajukan visi dan misi bersama yang ingin dicapai bersama 
dengan negara-negara mitranya.  Tujuan utama dari visi ini adalah 
untuk  memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, meningkatkan arus 
investasi, permodalan dan tenaga kerja ahli ke sesama negara mitra. 
Hal ini dilakukan guna memberikan manfaat yang menguntungkan 
kedua belah pihak dalam melakukan kerja sama perdagangan. Berikut 
ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Ditjen PPI dalam rangka 
memperlancar arus perdagangan internasional; 
 
a. ASEAN Economic Community (AEC) / Masyarakat Ekonomi ASEAN 
   (MEA) 
Pada kawasan ASEAN, dimana Indonesia menjadi salah satu 
anggotanya, maka Indonesia turut serta dalam mendukung salah satu 
visi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu tercapainya  AEC  
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Blueprint / Cetak Biru MEA 2025. Menurut portal Kementerian Luar 
Negeri Republik Indonesia, yang termasuk cetak biru MEA 2025 
yaitu; 
1.  Ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh; 
2.  ASEAN yang berdaya saing, inovatif dan dinamis; 
3.  Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; 
4. ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat 
pada masyarakat; 
5. ASEAN yang global. 
MEA 2025 bertujuan untuk membuat ekonomi ASEAN semakin 
terintegrasi dan kohesif. 
b. Kerja Sama Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle (IMT-
GT) dan The Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philiphines 
East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) 
Kerja sama ini merupakan kerja sama Indonesia dengan negara-
negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia guna 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan tersebut. 
Perundingan IMT-GT dan BIMP-EAGA dibentuk untuk 
mempermudah perpindahan masyarakat, barang dan jasa antar 
wilayah perbatasan. Visi dari IMT-GT sendiri tercantum dalam Vision 
2036 adalah mendorong pertumbuhan dan percepatan melalui 
integrasi dan inovasi ekonomi regional yang lebih besar, serta 




Dalam hal menjadi anggota dari BIMP-EAGA Indonesia juga turut 
mengambil bagian untuk mewujudkan tujuan dari kerja sama ini yaitu 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat 
di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA. BIMP-EAGA melihat 
bahwa segi konekvitas dan kesejahteraan negara-negara anggotanya 
merupakan suatu hal yang penting, oleh karena itu salah satu visi yang 
akan diwujudkan oleh organisasi regional ini adalah menjadi salah satu 
lumbung pangan dan pusat pariwisata alam di ASEAN dan wilayah lain di 
Asia. 
 
4. Fasilitasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) 
 
Terkait dengan partisipasinya dalam keanggotaan WTO, Indonesia 
turut dalam pembahasan elemen-elemen yang mengatur prosedur 
investasi, pembahasan ini dilakukan guna menyederhanakan prosedur 
investasi antara negara-negara anggota WTO demi terciptanya percepatan 
dan kemudahan serta membangun iklim ramah investasi. 
Melalui Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 di Buenos Aires 
tahun 2020 diskusi KTM kali ini membahas mengenai Investment 
Facilitation (IF) oleh 70 negara. Negara-negara keanggotaan sepakat 
untuk mengembangkan elemen framework multilateral dengan tujuan 
akhir menciptakan kelancaran arus investasi melalui fasilitas untuk 













A. Bidang Kerja 
 
Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian 
Perdagangan RI, praktikan ditempatkan pada Sub Bagian Akuntansi dan 
Barang Milik Negara (BMN), Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan 
Perdagangan Internasional. Sub Bagian Akuntansi dan Barang Milik 
Negara (BMN) berada di bawah Bendahara Pengeluaran yang bertanggung 
jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Perundingan Perdagangan 
Internasional. 
Sub bagian Akuntansi dan BMN merupakan bagian yang menerima 
permohonan dana yang tugasnya ialah menyelenggarakan dan 
merekapitulasi pengadaan barang milik negara serta mencatat setiap 
transaksi yang terjadi pada Ditjen PPI . Adapun beberapa pekerjaan yang 
praktikan diberi kepercayaan untuk turut mengerjakannya selama PKL 
berlangsung diantaranya: 
1. Membuat dan mencetak memo jurnal penyesuaian terkait 
transaksi-transaksi pengeluaran yang dilakukan pada Sistem 
Aplikasi Berbasis Akrual (SAIBA). 
2. Mempelajari jenis laporan keuangan Pemerintah, serta 







3. Melakukan rekonsiliasi data keuangan pada sistem aplikasi E-
Rekon dan LK. 
4. Melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Free Trade 
Agreement (FTA) Center dari beberapa daerah. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
 
Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh praktikan selama 40 
hari sejak tanggal 12 Oktober – 11 Desember 2020 pada sub bagian 
Akuntansi dan Barang Milik Negara (BMN). Pada awal pelaksanaan PKL 
praktikan diberikan arahan dan bimbingan oleh Pak Ulul selaku kepala 
bagian Akuntansi terkait tugas apa saja yang harus praktikan laksanakan 
selama kegiatan PKL dan dengan siapa praktikan dapat memperoleh 
bimbingan untuk membantu pekerjaan karyawan di kantor. 
Setelah memperkenalkan diri dengan seluruh karyawan, selanjutnya, 
selama melaksanakan PKL praktikan dibimbing oleh Pak Wika Prasetyo 
beserta Ibu Fitria Uni selaku mentor. Adapun rincian masing-masing tugas 
dalam pelaksanaan kerja akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Membuat dan Mencetak Memo Jurnal Penyesuaian atas 
Transaksi pada Sistem Aplikasi Berbasis Akrual (SAIBA) 
Penyesuaian merupakan sarana pemutakhiran data akuntansi 
berbasis akrual. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaiakan akun-
akun pendapatan dan beban akrual sehingga laporan menjadi benar 




Pemerintah Pusat terdapat 4 jenis akun yang perlu dilakukan 
penyesuaian sebab keberadaan akun-akun tersebut yang sifatnya 
adalah akrual diantaranya; 
a. Pendapatan diterima di muka, merupakan pendapatan pajak 
dan atau bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas 
negara, tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya 
karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk 
memberikan barang/jasa di kemudia hari kepada pihak ketiga 
sehingga akun ini perlu dimasukkan dalam memo jurnal 
penyesuaian. 
b. Pendapatan yang masih harus diterima, merupakan 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berdasarkan 
perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah 
tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk 
dibayar atau ditagih.  
c. Belanja yang masih harus dibayar, merupakan tagihan dari 
pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga 
yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dibayarkan. 
d. Belanja dibayar dimuka, merupakan pengeluaran belanja pada 
tahun berjalan atau tahun sebelumnya tetapi manfaatnya 
melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun 





Langkah-langkah yang dilakukan praktikan untuk membuat dan 
mencetak memo jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut: 
1.  Pertama, Praktikan diberikan dokumen transaksi oleh petugas 
akuntansi dan bendahara pengeluaran yang bersifat akrual 
seperti akun ‘Belanja pegawai yang masih harus di bayar’ dan 
beban pajak yang butuh untuk disesuaikan. Selanjutnya, 
Praktikan mencatat transaksi tersebut dalam formulir memo 
penyesuaian, serta menyesuaikan nomor akun, tanggal 
transaksi beserta jumlah transaksi. (Lampiran 12 dan 13). 
2. Praktikan melakukan login pada sistem aplikasi SAIBA 
dengan memasukkan Username dan Password milik petugas 
akuntansi. 
3. Setelah melalukan login, praktikan memilih menu ‘Transaksi’, 
kemudian memilih menu ‘Jurnal Penyesuaian’ 
4. Setelah muncul kolom untuk input jurnal pada aplikasi 
SAIBA, praktikan memasukkan tanggal jurnal, nomor jurnal, 
beserta kode KPPN menyesuaikan dengan dokumen transaksi 
yang diperoleh. 
5. Pada kolom kategori, praktikan memilih kategori sesuai 
dengan akun yang akan disesuaikan. Kemudian pada kolom 
debet, praktikan memilih nomor dan nama akun yang akan 
disesuaikan, pada sisi kredit, aplikasi akan secara otomatis 




Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor’. 
(Lampiran 14). 
6. Pada kolom Rupiah, Praktikan memasukkan nilai transaksi 
sesuai yang tercantum pada memo jurnal. Pada kolom 
keterangan, Praktikan mencantumkan informasi yang sesuai 
dengan penyebab munculnya akun.  
7. Selanjutnya, Praktikan memasukkan seluruh jurnal 
penyesuaian pada sistem aplikasi SAIBA, setelah itu pada 
bagian bawah, Praktikan segera menyimpan jurnal 
penyesuaian dengan klik ‘Simpan’ untuk menyimpan seluruh 
jurnal penyesuaian yang telah di input. 
8. Setelah melakukan input jurnal penyesuaian dan 
menyimpannya, Praktikan harus segera melakukan posting 
jurnal dengan memilih menu ‘Posting’  pada bulan terjadinya 
transaksi. (Lampiran 15). 
Jurnal penyesuaian yang telah di posting akan dapat dilihat 
pengaruhnya pada laporan operasional dan neraca satuan kerja. 
Setelah melakukan posting jurnal penyesuaian, Praktikan meminta 
petugas akuntansi untuk memeriksa kembali pekerjaan yang telah 
dilakukan untuk memastikan kebenaran input data penyesuaian. Hasil 
data penyesuaian ini selanjutnya akan diteruskan untuk menyusun 






2. Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III 
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan 
Internasional meruupakan laporan yang mencakup seluruh aspek yang 
dikelola oleh entitas pelaporan Ditjen PPI, laporan keuangan ini 
disusun serta dihasilkan melalui proses Sistem Akuntansi Instansi 
(SAI). SAI merupakan serangkaian prosedur manual maupun 
terkomputerisasi yang terdiri dari proses pengumpulan data, 
pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi 
keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 
Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan 
(SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 
Negara (SIMAK-BMN). Dalam proses penyusunannya, laporan 
keuangan Ditjen PPI disusun mengikuti Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2020 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah terdiri atas 5 jenis laporan 
yaitu,  Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, LRA dan LP-SAL 
dikategorikan menjadi Laporan Pelaksanaan Anggaran, lalu Laporan 




dan CaLK dikategorikan sebagai Laporan Finansial. Berikut ini 
merupakan penjelasan dari masing-masing laporan keuangan satuan 
kerja pemerintah pusat; 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang  
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber 
daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang 
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya 
dalam satu periode pelaporan. 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), LP-SAL 
merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan 
tahun sebelumnya. 
c. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan 
ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan 
penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode anggaran. 
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), merupakan laporan yang 
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 
berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
e. Neraca, merupakan laporan keuangan yang menggambarkan 
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 
kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
f. Laporan Arus Kas (LAK), merupakan laporan keuangan yang 




investasi dan pendanaan yang menggambarkan saldo awal, 
penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah selama 
periode tertentu. 
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), merupakan rincian 
dari angka yang tertera dalam unsur laporan keuangan lainnya, 
sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan. 
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Praktikan dalam membantu 
menyusun laporan keuangan triwulan III Ditjen PPI adalah sebagai 
berikut: 
1. Praktikan mengumpulkan seluruh data yang akan di input ke 
dalam sistem aplikasi SAIBA, data yang dikumpulkan 
mencakup data realisasi anggaran, data pengadaan barang 
milik negara, seluruh belanja dan pendapatan satker yang 
diperoleh dari masing-masing bagian di Ditjen PPI. Selain 
diperoleh secara manual, sebagian besar data juga diperoleh 
dari sistem aplikasi yang telah tersedia seperti aplikasi E-
Rekon dan LK, SIMAK-BMN dan SAIBA. (Lampiran 16) 
2. Setelah seluruh data terkumpul, maka selanjutnya adalah 
praktikan menginput data pada aplikasi SAIBA. Untuk 
melakukan input pendapatan maka memilih menu ‘Transaksi’, 
kemudian memilih menu ‘Pendapatan’, untuk merekam 





kemudian praktikan memasukkan tanggal dokumen, Nomor 
Transaksi Bank (NTB), Nomor Transaksi Penerimaan Negara 
 (NTPN), kode KPPN, kode akun, hingga jumlah setoran. 
Kemudian klik ‘Simpan’. (Lampiran 17). 
3. Setelah semua data keuangan telah di rekam dalam SAIBA, 
maka akan dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN). Rekonsiliasi ini bertujuan 
untuk memudahkan dalam proses rekonsiliasi Kementerian 
dan Lembaga serta menyamakan keseragaman laporan di tiap 
unit akuntansi dan mempercepat penyusunan laporan 
keuangan. 
Rekonsiliasi dengan KPPN dilakukan dengan menggunakan 
sistem aplikasi E-Rekon dan LK, dokumen yang diperlukan 
dalam proses ini diantaranya Daftar Isian Pelaksana Anggaran 
(DIPA) yang memuat informasi kinerja, rincian pengeluaran, 
Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan 
Dana (SP2D) langkah-langkah yang dilakukan untuk 
melakukan rekonsiliasi diantaranya: 
3.1. Praktikan melakukan login pada Sistem Aplikasi Berbasis 
Akrual (SAIBA) untuk memastikan kelengkapan 
dokumen DIPA yang telah terdapat pada aplikasi 
(SAIBA) sebelum melakukan rekonsiliasi.  




DIPA, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D), Praktikan melakukan 
login pada sistem aplikasi E-Rekon dan LK dengan 
memasukkan username dan password milik petugas 
akuntansi Ditjen PPI. Database SPM dan SP2D dapat 
dilihat pada Lampiran 7 dan 8.  
3.3. Setelah masuk pada beranda sistem aplikasi, praktikan 
selanjutnya akan melakukan upload data DIPA dengan 
klik ‘Browse Files’ untuk memilih data, kemudian klik 
menu ‘Upload’ kemudian klik menu ‘Rekonsiliasi’. 
Setelah itu memilih periode yang akan dilakukan 
rekonsiliasi, yaitu Praktikan memilih bulan Mei. 
(Lampiran 9). 
3.4. Setelah dokumen berhasil di unggah, maka selanjutnya 
rekonsiliasi akan dilakukan oleh operator KPPN. 
Praktikan dapat melakukan pengecekan rekonsiliasi 
melalui aplikasi E-Rekon dan LK. Praktikan menunggu 
hasil rekonsiliasi dari KPPN dan dapat memilih menu 
‘Beranda’ untuk melihat progres status rekonsiliasi. 
3.5. Setelah rekonsiliasi dilakukan dan diperiksa, kemudian 
hasilnya sama antara Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 
(SAIBA) dengan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), maka 




 iasi satuan kerja dan menerbitkan Berita Acara 
Rekonsiliasi (BAR). Apabila masih terdapat temuan yang 
berbeda, maka operator KPPN akan menolak hasil 
rekonsiliasi melalui aplikasi E-Rekon dan LK. (Lampiran 
10). 
Praktikan mengunduh hasil rekonsiliasi berupa Berita Acara 
Rekonsiliasi (BAR) dan laporan hasil rekonsiliasi dari aplikasi 
E-Rekon dan LK. (Lampiran 11). 
4. Setelah melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN, maka 
satker akan melakukan reviu dengan Inspektorat Jenderal 
(ITJEN) Kementerian Perdagangan. Reviu adalah penelaahan 
atas penyelenggaraaan akuntansi dan penyajian laporan 
keuangan Kementerian dan Lembaga oleh auditor Aparat 
Pengawasan Intern Kementerian dan Lembaga yang kompeten 
untuk memberikan keyakinan. Reviu dilakukan dengan 
mengirimkan data rekapitulasi transaksi dari SAIBA kepada 
ITJEN. Tujuan dilakukannya reviu adalah untuk; 
a. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi 
dan penyajian laporan keuangan Kementerian dan 
Lembaga. 
b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, 
keandalan dan keabsahan informasi laporan keuangan 
Kementerian dan Lembaga serta pengakuan, 




SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. 
5.   Rekonsiliasi tingkat Kementerian/Wilayah, setelah melakukan 
reviu laporan keuangan bersama dengan ITJEN, maka 
selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi dengan Bendahara 
Umum Negara (BUN), rekonsiliasi ini merupakan proses 
pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan 
beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan 
dokumen sumber yang sama. 
6.    Penyusunan laporan keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 
2020. Seluruh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan 
keuangan baik LRA, LPE, LO, Neraca dan CaLK serta data 
hasil E-Rekon telah direkam pada sistem aplikasi, selanjutnya 
akan digabungkan dalam aplikasi CaLK dan disusun menjadi 
sebuah laporan keuangan Ditjen PPI Triwulan III Tahun 
Anggaran 2020. (Lampiran 19, 20 dan 21). 
Laporan keuangan yang telah disusun kemudian akan diserahkan 
kepada Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 
untuk ditandatangani. 
 3. Melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Free Trade 
Agreement (FTA) Center Bandung, Makassar dan Jakarta 
Free Trade Agreement (FTA) Center merupakan salah satu 
program layanan masyarakat yang terus dikembangkan oleh Ditjen 





bebas Indonesia dan untuk mendorong pemanfaatannya. FTA Center 
mendukung serta membantu pelaku-pelaku usaha Indonesia yang 
ingin mengekspor produk atau jasanya melalui negosiasi-negosiasi 
yang menguntungkan dalam FTA Center agar produk dan jasa 
Indonesia dapat bersaing dan lebih mudah dipasarkan di negara-
negara mitra FTA. Langkah-langkah yang dilakukan oleh praktikan 
dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan FTA Center 
Bandung, Makassar dan Jakarta ialah sebagai berikut: 
1. Praktikan diberi data berupa laporan keuangan dari FTA 
Center wilayah Bandung, Makassar dan Jakarta oleh 
Bendahara Pengeluaran. (Lampiran 22). 
2. Praktikan memeriksa perbedaan Rancangan Anggaran Belanja 
(RAB) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 
laporan keuangan FTA Center tersebut, serta melihat apakah 
terdapat sisa anggaran atau lebih anggaran dalam penggunaan 
anggaran FTA Center. (Lampiran 23 dan 24). 
3. Lalu, Praktikan memeriksa dan menghitung jumlah bukti pada 
kwitansi pengeluaran yang terdapat pada lampiran laporan 
keuangan FTA Center dan menyesuaikannya dengan total 
jumlah per akun pada laporan keuangan. Hal ini bertujuan 
untuk memeriksa apakah laporan sudah sesuai dengan total 
pengeluaran keseluruhan. (Lampiran 25). 




perjanjian kontrak yang dilampirkan pada laporan keuangan 
FTA Center, serta memeriksa kelengkapan bukti setor pajak 
untuk setiap transaksi yang menjadi objek pajak. (Lampiran 26 
dan 27). 
5. Praktikan melakukan pencatatan atas pemeriksaan laporan 
keuangan FTA Center tersebut dan didokumentasikan melalui 
aplikasi Microsoft Excel. (Lampiran 28 dan 29). 
6. Setelah melakukan dokumentasi atas pemeriksaan laporan 
keuangan, praktikan menyerahkan dokumentasi pemeriksaan 
tersebut kepada Bendahara Penerimaan Ditjen PPI. 
Pemeriksaan laporan keuangan FTA Center ini dilakukan untuk 
melihat efektifitas penggunaan anggaran yang telah dikelola oleh FTA 
Center pada beberapa daerah di atas, dan melihat apakah ketaatan 
pajak telah dilakukan pada setiap transaksi yang menjadi objek pajak 
pada FTA Center. 
C.  Kendala Yang Dihadapi 
Selama melaksanakan PKL pada Direktorat Jenderal Perundingan 
Perdagangan Internasional, praktikan pun mengalami kendala-kendala 
yang dapat mengganggu kelancaran praktikan dalam menyelesaikan 
pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, praktikan terus berusaha untuk dapat 
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. 
Namun, tidak dapat dihindari, beberapa kendala menyebabkan praktikan 
menjadi kurang maksimal dalam penyelesaian pekerjaan. Kendala-kendala 




1. Penggunaan beberapa sistem aplikasi yang belum pernah praktikan 
pelajari sebelumnya seperti aplikasi CaLK, SAIBA dan E-Rekon 
dan LK. 
2. Lamanya waktu yang praktikan butuhkan untuk penggunaan 
aplikasi menyebabkan praktikan membutuhkan durasi waktu lebih 
lama untuk beberapa pekerjaan. 
3. Koneksi internet yang sering terhambat di area kantor Ditjen PPI. 
D.   Cara Menangani Kendala 
Dalam hal menangani beberapa kendala tersebut, beberapa langkah 
yang dapat praktikan lakukan adalah sebagai berikut: 
1. Bertanya kepada Bapak mentor terkait penggunaan aplikasi 
dengan   lebih rinci, kemudian berusaha memahami penjelasan 
dan mencatatnya. 
2. Mencari sumber dan referensi di luar kantor sebagai mendia 
pembelajaran seperti Youtube, buku-buku akuntansi Pemerintah 
dan menerapkan pengetahuan yang didapat pada pekerjaan. 
3.    Apabila terjadi gangguan sistem ada kendala teknis lainnya, 
praktikan harus menunggu dan jika tidak bisa dilanjutkan, maka 



















 A.   Kesimpulan 
Kegiatan PKL yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Perundingan 
Perdagangan Internasional selama 40 hari memberikan manfaat positif bagi 
Praktikan. Selama pelaksanaanya hingga saat ini, Praktikan mendapat ilmu 
pengetahuan baru serta dapat mengaplikasikan ilmu dan teori terkhusus 
terkait dengan akuntansi yang telah Praktikan dapatkan dari bangku kuliah, 
seperti nama akun-akun pada akuntansi instansi pemerintah, sistem aplikasi 
yang digunakan hingga menambah pengetahuan praktikan mengenai 
mekanisme perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara 
Indonesia bersama dengan negara-negara mitra. 
Selain daripada bertambahnya ilmu pengetahuan yang Praktikan 
peroleh, Praktikan juga mendapat ilmu berupa softskill selama 
melaksanakan kegiatan PKL pada Ditjen PPI, yaitu seperti Praktikan belajar 
bagaimana bekerja secara tepat waktu namun tetap menghasilkan hasil yang 
benar dan maksimal, bekerja secara profesional serta belajar dan berusaha 
bagaimana mengerti dan melaksanakan tugas dengan tanggap pada setiap 
pekerjaan yang diberikan kepada Praktikan hingga akhirnya Praktikan 







mentor. Atas setiap ilmu dan pengalaman yang telah Praktikan peroleh dari 
kegiatan PKL pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan 
Internasional, maka beberapa simpulan dari proses PKL Praktikan adalah 
sebagai berikut, yaitu: 
1. Praktikan mampu melakukan rekonsiliasi data keuangan pada 
sistem aplikasi E-Rekon dan LK. 
2. Praktikan mampu membuat serta mencetak memo jurnal 
penyesuaian atas transaksi pada Sistem Aplikasi Berbasis Akrual 
(SAIBA). 
3. Praktikan mampu melakukan penyusunan laporan keuangan 
triwulan III Ditjen PPI. 
4. Praktikan mampu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan 
Free Trade Agreement (FTA) Center. 
B. Saran 
1. Bagi Praktikan Selanjutnya 
Adapun saran bagi Praktikan selanjutnya yaitu: 
a. Praktikan harus lebih mempelajari dan memahami ranah ilmu 
akuntansi sektor pemerintah, sehingga dalam menjalankan 
pekerjaan Praktikan dapat lebih cepat memahami detail pekerjaan. 
b. Praktikan harus memiliki keterampilan yang lebih dalam 







pemerintah pusat, sebab pada banyak instansi telah menggunakan 
software dalam hal pengolahan data akuntansi. 
c. Praktikan harus memiliki kemampuan sosial yang baik untuk dapat 
bersosialisasi dengan karyawan pada lingkungan kantor sehingga 
memudahkan Praktkan dalam menjalin kerjasama yang baik. 
d. Selama melaksanakan pekerjaan, Praktikan dituntut untuk 
memiliki inisiatif bertanya sehingga pekerjaan dapat dikerjakan 
sebaik mungkin. 
e. Praktikan harus menjunjung tinggi budaya organisasi yang telah 
berlaku pada area secara khusus Ditjen PPI dan secara umum 
Kementerian Perdagangan. 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
Adapun saran bagi Universitas Negeri Jakarta yaitu: 
a. Dalam hal administrasi dapat memfasilitasi mahasiswa untuk 
mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan. 
b. Memperbarui database daftar perusahaan/instansi yang menjadi 
tempat PKL mahasiswa saat ini dan sebelumnya, sehingga 
memudahkan Praktikan saat mencari tempat untuk melaksanakan 
PKL. 
c. Memberikan arahan lebih tepat waktu terutama dalam kondisi 
pandemi virus seperti saat ini, sebaiknya arahan mengenai PKL 






3. Bagi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 
Adapun saran bagi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan 
Internasional, yaitu: 
a. Ditjen PPI dapat menerima mahasiswa UNJ untuk menjalankan 
program Praktik Kerja Lapangan di tahun selanjutnya. 
b. Instansi agar dapat memberikan informasi yang jelas terkait 
pekerjaan yang dikerjakan oleh Praktikan. 
c. Instansi dapat bekerja sama dengan UNJ dalam hal 
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RINCIAN KEGIATAN 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
2 SKS 
 
Nama  : Sondang Salnika 
No. Registrasi : 1706617012 
Program Studi : S1 Akuntansi 
Tempat Praktik : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 
 Kementerian Perdagangan 
Alamat Praktik : Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat 10110 
No. Hari, Tanggal Kegiatan 
1 Senin, 12 Oktober 
2020 
1. Pengenalan PKL oleh Ibu Fitria dan Ibu Merry 
2. Memahami jenis akun khusus Penanganan 
Covid-19 
2 Selasa, 13 
Oktober 2020 
1. Membuat resume surat Menteri Keuangan RI 
terkait   penggunaan akun khusus penanganan 
Covid-19 
3 Rabu, 14 Oktober 
2020 
1. Memahami bentuk dan format memo jurnal 
umum 
2. Mempelajari dan mengoperasikan sistem 
aplikasi SAIBA untuk membuat jurnal umum 
4 Kamis, 15 
Oktober 2020 
1. Membuat memo jurnal umum atas transaksi 
bulan Januari hingga Februari dan melakukan 
input jurnal melalui sistem aplikasi SAIBA 
5 Jumat, 16 Oktober 
2020 
1. Membuat memo jurnal umum atas transaksi 
bulan Maret hingga April dan melakukan input 
jurnal melalui sistem aplikasi SAIBA 
6 Senin, 19 Oktober 
2020 
1. Membuat memo jurnal umum atas transaksi 
bulan Mei hingga Juni dan melakukan input 
jurnal melalui sistem aplikasi SAIBA 
7 Selasa, 20 
Oktober 2020 
1. Membuat memo jurnal umum atas transaksi 
bulan Juli hingga September dan melakukan 




8 Rabu, 21 
Oktober 2020 
1.  Mengenal dan mempelajari jenis laporan 
keuangan pemerintah pusat yang digunakan 
dalam penyusunan laporan keuangan pada Ditjen 
PPI. 
9 Kamis, 22 
Oktober 2020 
1. Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bulan 
September dengan KPPN melalui sisitem aplikasi 
E-Rekon dan LK  
10 Jumat, 23 
Oktober 2020 
1. Mendownload LRA, LO, Neraxa, LPE yang telah 
direkonsiliasi pada KPPN dari aplikasi E-Rekon 
dan LK 
2. Menyusun Laporan Keuangan Ditjen PPI per 30 
    September 2020 
11 Senin, 26 
Oktober 2020 
1.  Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan 
(CALK) pada laporan keuangan per 30 September 
2020 
12 Selasa, 27 
Oktober 2020 
1.  Menginput data CALK melalui aplikasi berbasis 
database Penyusunan LK dan CALK satuan kerja 
13 Senin, 2 
November 2020 
1.  Input data belanja pegawai bulan Oktober melalui 
Sistem Aplikas Satker (SAS) 
14 Selasa, 3 
November 2020 
1.  Input jurnal atas tunjangan kinerja dan uang 
makan PNS bulan Oktober pada aplikasi SAS 
15 Rabu, 4 
November 2020 
1.  Membuat memo jurnal penyesuaian atas transaksi 
bulan Agustus pada formulir memo penyesuaian 
16 Kamis, 5 
November 2020 
1.  Melakukan posting jurnal penyesuaian dan 
membuat jurnal balik atas transaksi Agustus pada 
aplikasi SAIBA 
17 Jumat, 6 
November 2020 
1.  Membuat memo jurnal penyesuaian atas transaksi 
bulan September pada formulir memo 
penyesuaian 
18 Senin, 9 
November 2020 
1.  Melakukan posting jurnal penyesuaian dan 
membuat jurnal balik atas transaksi bulan 
September pada aplikasi SAIBA 
19 Selasa, 10 
November 2020 
1.  Membuat memo jurnal penyesuaian atas transaksi 







20 Rabu, 11 
November 2020 
1.  Melakukan posting jurnal penyesuiaan dan 
membuat jurnal balik atas transaksi bulan Oktober 
pada aplikasi SAIBA 
21 Kamis, 12 
November 2020 
1.  Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bulan 
Oktober dengan KPPN melalui sisitem aplikasi E-
Rekon dan LK 
22 Jumat, 13 
November 2020 
1.  Menginput jurnal umum atas transaksi tunjangan 
kinerja PNS bulan November 
23 Senin, 16 
November 2020 
1. Melakukan pencocokan nama akun dan mengubah 
nomor  akun tunjangan kinerja pada aplikasi 
SAIBA 
24 Selasa, 17 
November 2020 
1. Melakukan inventarisasi aset tetap barang milik 
negara yang terdapat pada bagian akuntansi dan 
keuangan Ditjen PPI  
25 Rabu, 18 
November 2020 
1.  Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan 
FTA Center Makassar dan mendokumentasikan 
sisa/lebih anggaran 
26 Kamis, 19 
November 2020 
1.  Melakukan penghitungan besaran honor pegawai 
FTA Center Makassar berdasarkan presensi. 
27 Jumat, 20 
November 2020 
1.  Melakukan penghitungan atas kwitansi 
pengeluaran dan memerisa kelengkapan pajak 
FTA Center Makassar 
28 Senin, 23 
November 2020 
1.  Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan 
FTA Center Jakarta dan mendokumentasikan 
sisa/lebih anggaran 
29 Selasa, 24 
November 2020 
1.  Melakukan penghitungan besaran honor pegawai 
FTA Center Jakarta berdasarkan presensi. 
30 Rabu, 25 
November 2020 
1.  Melakukan penghitungan atas kwitansi 
pengeluaran dan memerisa kelengkapan pajak 













31 Kamis, 26 
November 2020 
1.  Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan 
FTA Center Bandung dan mendokumentasikan 
sisa/lebih anggaran 
32 Jumat, 27 
November 2020 
1.  Melakukan penghitungan besaran honor pegawai 
FTA Center Bandung berdasarkan presensi. 
33 Senin, 30 
November 2020 
1.  Melakukan penghitungan atas kwitansi pengeluaran 
dan memerisa kelengkapan pajak FTA Center 
Bandung 
34 Selasa, 1 
Desember 2020 
1. Melakukan input bukti penerimaan negara bulan 
November ke aplikasi SAIBA 
35 Rabu, 2 
Desember 2020 
1.  Melakukan input atas capaian ouput atas pagu 
anggaran yang dikelola PPK ke aplikasi SAS 
36 Kamis, 3 
Desember 2020 
1.  Melakukan pencocokan data capaian output bulan 
Oktober dengan bulan November 
37 Jumat, 4 
Desember 2020 
1.  Membuat buku kas umum bulan September 2020 
melalui Microsoft Excel 
38 Senin, 7 
Desember 2020 
1.  Membuat buku kas umum bulan Oktober 2020 
melalui Microsoft Excel 
39 Selasa, 8 
Desember 2020 
1. Membuat buku kas umum bulan November 2020 
melalui Microsoft Excel 
40 Kamis, 10 
Desember 2020 
1.  Melakukan posting jurnal penyesuiaan dan 
membuat jurnal balik atas transaksi bulan 























Lampiran 30. Kartu Konsultasi PKL 
 
